imbang

Cod.

=i [

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Kepala daerah Rancangan
Peraturan Daerah tantang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Beli (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2008
yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD dan plafon anggaran
yang telah disepakati bersama antara pemerintah dearah dengan Tanggal
23 Bulan Oktober Tahun 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2008;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lemabaran Neg Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 35
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10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lemb Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4048)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah da (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3688);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 199 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3900) secbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Neg Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasior Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 4421);
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12

14,

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438!;

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan  Pengawasan  atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
tiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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19.

20.

21,

22,

23,

24.

25,

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri R1 Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 1);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAlI KEPULAUAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut semula
jumlah 38.013.000,00 bertambah sejumlah Rp. 48.876.466.000,00 sehingga pada Perubahan
menjadi Rp. 457.114.479.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan

a. Semula Rp. 370.025.680.000.00

b. Bertambah Rp. 6.535.627.000,00 (+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.376.561.307.000,00

Belanja

1) Semula Rp. 408.238.013.000.00

2) Bertambah Rp. 48.876466.000.00 (+)
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 457.114.479.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (80.553.172.000,00)

Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 38.412.333.000,00
2) Bertambuh Rp. 42.540.839.000,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 80.953.U2.000.00
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 200.000.000,00
3) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,00 (+)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 400.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 80.553.172.000,00 0.00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0.00
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Pasal 2
) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 8.468.005.000,00

2) Berkurang Rp. -(-)
b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 258.452.527.000,00

2) Bertambah Rp. 61.260.151.000.00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 319.712.678.000,00
) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Sernula Rp. 130.845.111.000,00
2) Berkurang Rp. 12.204.542.000.00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.  118.640.569.000,00

b. Belanja bunga

1) Semula . Rp. -
2) Bertambah/berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. -

d. Belanja hibah _
1) Semula Rp. 5.265.375.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 200.000.000,00 (+)
Jumiah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 5.465.375.000,00

€. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00
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Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/berkurang) Rp. -

Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp.  11.675.000.000,00
2) Bertambah/berkurang) Rp. - (¥)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 1.675.000.000,00

Belanja Tidak terduga

1) Semula Rp. 500.000.000.00

2) berkurang Rp. 379.143.000.00 (-)

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan Rp. 120.857.000,00

) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a.

Belanja pegawai

1) Semula . Rp. 26.343.423.000,00

2) Bertambah Rp. 5.606.854.500,00 ( +)

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 31.950.277.500,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 59.806.198.850,00
2) Bertambah Rp. 11.154.580.500,00 (+)
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 70.960.779.350,00

Belanja Modal )

1) Semula Rp. 172.302.905.150,00

2) Bertambah Rp. 44.498.716.000,00 (+)

Jumiah Belanja Modal setelah perubahan Rp.216.801.621.150,00

Pasal 4

) Pembiayaan Daerah sebaguimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 38.412.333.000,00
2) Bertambah Rp. 42.540.839.000,00 (+)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 80.953.172.000,00
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b. Pengeluaran sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 200.000.000,00
2) Bertambah Rp. 200.000.000,00 (+)
Jumiah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 400.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 38.412.333.000,00

2) Bertambah Rp. 42.540.839.000,00 (+)

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp. 80.953.172.000.00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

Lampiran IV~ Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;
Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara; |
Lampiran VI ~ Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Laporan Keuangan Pernerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan |
peraturan daerah;
Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya vyang beium
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran X  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
lanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
gan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
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Ditetapkan di Salakan ?
Pada tanggal 5 Nopem ber 2008
A ; ]

andangkan di Salakan

da tanggal 5 Npember 2008

S DAERAH KABUPATEN
| KEPULAUAN

EKRETAR
< F’*‘ﬁ .
'9\\

B

SETOMN .
Tl

l R NOPHAN SALEH

MBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
AHUN 2008 NOMOR 16
9
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